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Abstract

In the early 21 centuries, precisely in 2003, a global agenda launched by the United
Nations through its organ which is called the World Health Organization aimed to control the
epidemic of tobacco consumption through the Convention on Tobacco Control or the Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC). Indonesia, as a country that has not ratified the
convention does not escape from the tobacco control advocacy. One of organization advocating
for tobacco control is the Tobacco Control Support Center (TCSC) East Java, which plays an
important role in advocating tobacco control in Indonesia. This study was to review the strategy
launched by TCSC East Java as a Non Governmental Organization (NGO) and the various
which made tobacco control advocacy succeed in Indonesia. This study will examine tobacco
control advocacy carried out in Indonesia in tobacco control advocacy case studies conducted by
TCSC East Java in the timeframe 2010-2015. This research was an explanatory with
Participatory research methods. This study outlines the success of tobacco control advocacy
conducted by TCSC East Java. Some terms used in seeing the success of tobacco control
advocates do TCSC East Java, among others: Donor-NGO relations and the role of NGOs in
influencing policy making at the district / city in Indonesia.

Kata Kunci: Global Tobacco Control, NGO, Tobacco Control Support Center, donor-NGO
relations

jeruk purut dan kapur sebagai pemutih
gigi. Tembakau kemudian menjadi salah
satu tumbuhan yang berhasil diabadikan
dalam jurnal perjalanan Colombus
Tembakau adalah salah satu tumbuhan sebagai tumbuhan yang memiliki
yang menarik minat berbagai pihak di khasiat sebagai penghasil penahan rasa
dunia. Ketertarikan itu disebabkan sakit, obat anti diare dan juga dapat
karena beragam khasiat yang digunakan obat bengkak serta sebagai
terkandung dalam tembakau. Nama penyuci hama. Penggunaan tembakau di
tembakau sendiri diambil dari kata Eropa tercatat sejak abad ke 16 tepatnya
tabaco yang berarti pipa dalam bahasa pada rentang tahun 1537-1559, Ketika

Sejarah Konsumsi Tembakau dan
Awal Mula Advokasi Pengendalian
Tembakau di Lingkup Global

asli suku pedalaman Amerika. Catatan
tertua yang meriwayatkan khasiat
penggunaan tembakau untuk
pengobatan berlatar berasal dari catatan
Christopher Colombus pada akhir abad
ke 15. Colombus mengamati kebiasaan
penduduk asli benua Amerika dalam
menikmati tembakau yakni dengan cara
mengendus asap hasil pembakaran
tembakau maupun mengunyah daun
tanaman tersebut dengan campuran
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duta Perancis untuk Portugal bernama
Jean Nicot de Villemain menuliskan
manfaat pengobatan menggunakan
bahan tembakau kepada pengadilan
Perancis. Villemain menyebut tembakau
sebagai panacea, obat yang namanya
diambil dari nama seorang dewi
mitologi rakyat Yunani. Tembakau di
benua Eropa saat itu digunakan sebagai
obat untuk berbagai luka eksternal, obat
mengatasi cacing cincin (ringworm)
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hingga obat untuk mengatasi kanker
kulit basal (Charlton, 2004). Seiring
dengan masyhurnya metode pengobatan
menggunakan tembakau yang ia
kenalkan, Jean Nicot de Villemain
kemudian dijuluki sebagai Nicotiane
yang berarti duta tembakau sebagai asal
usul dari lahirnya kata nikotin.

Tembakau juga dimanfaatkan sebagai
nenek moyang bangsa Indonesia sebagai
tumbuhan yang terlibat dalam berbagai
tradisi di Indonesia. Nenek moyang
bangsa Indonesia telah lama memiliki
tradisi mengunyah racikan daun sirih
yang disebut menginang (betel chewing)
yang juga biasa disebut dengan istilah
nyusur, nyirih, nginang, nyuruh dan
berbagai istilah yang berbeda-beda
antara satu etnis dengan etnis lainnya.
Tradisi menginang tersebut dilakukan
dengan cara mengunyah racikan yang
terdiri dari daun sirih, kapur sirih,
tembakau, buah pinang yang kemudian
digulung dan dikunyah berkali kali dan
juga dengan cara digosokkan berkali kali
ke gigi. Catatan penggunaan tembakau
dalam tradisi mengunyah sirih paling
awal diketahui berasal dari abad 16
yakni ketika Antonio Pigafetta, seorang
pelayar dan cendekiawan
berkebangsaan Italia pada tahun 1521
menyebutkan bahwa masyarakat
Nusantara saat itu telah memiliki tradisi
menginang (Rooney, 2013). Diketahui
dalam catatan seorang pelayar dan
cendekiawan dari Belanda bernama
Johan Nieuhof, Racikan yang digunakan
dalam tradisi menginang dirasakan
manfaatnya untuk menguatkan tubuh
dan menangkal berbagai penyakit yang
berasal dari dahak dalam tubuh,
menguatkan gusi, mencegah
kerenggangan pada susunan  gigi,
mengatasi ngilu karena sakit gigi, serta
mengatasi bau nafas yang tidak sedap.

Selain memiliki manfaat dari segi
kesehatan, tradisi penggunaan
tembakau di masyarakat Indonesia juga
dapat dilihat dari segi sosial budaya.
Tembakau, Sirih dan Pinang telah
menjadi simbol tradisi pada berbagai
etnis yang ada di Indonesia. Kegiatan
menginang banyak dijadikan sebagai

ajang untuk menjamu tamu dan juga
sering muncul dalam berbagai perayaan-
perayaan dalam bentuk suguhan untuk
menghormati para tamu. Berangkat dari
tradisi menginang inilah kemudian
diversifikasi konsumsi tembakau
berjalan. Pada etnis Jawa misalnya, jenis
tembakau yang beredar di pasaran
kemudian dibedakan menjadi beberapa
jenis yakni tembakau untuk obat dan
tembakau untuk kegiatan menginang
yang kemudian dikenal sebagai
tembakau susur (Komunitas Kretek,
2014). Kebiasaan mengonsumsi
tembakau masyarakat Indonesia dalam
bentuk menginang berlanjut hingga
pertengahan abad 20, tepatnya pada
tahun 1950.

Kebiasaan mengonsumsi  tembakau
masyarakat Indonesia berangsur beralih
ke metode yang lebih baru yakni dengan
cara menikmati asap yang dihasilkan
dari proses hasil pembakaran tembakau
(Arnez, 2009). Pemerintah kolonial
Belanda mengenalkan metode
menghisap asap hasil pembakaran
tembakau karena menilai bahwa cara
konsumsi tembakau penduduk pribumi
yakni menginang adalah kebiasaan yang
tidak berpendidikan karena mendorong
penduduk untuk meludah sembarangan.
Pemerintah  kolonial Belanda juga
menanamkan kesan bahwa merokok
adalah simbol modernitas, peningkatan
taraf hidup, dan juga sebagai simbol
maskulinitas (Arnez, 2009). Hal
tersebut yang mengawali sejarah
lahirnya  kretek yang kemudian
ditemukan oleh seorang penduduk
daerah Kudus bernama Haji Djamhari.
Penemuan kretek adalah hasil kreatifitas
Hayji Djambhari yang mencoba
mencampurkan rajangan cengkih
kedalam racikan rokoknya yang awalnya
bertujuan untuk menghilangkan sakit
asma yang dideritanya. Kretek yang
ditemukan oleh Haji Djamhari pada
tahun 1870 kemudian segera menjadi
terkenal dengan reputasinya sebagai
obat sesak napas (Soenaryo, 2013).
Setelah meninggalnya Haji Djamhari
pada tahun 1880, dalam dekade tersebut
kretek tidak hanya diperjual-belikan
sebagai produk kesehatan semata,
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namun lebih mengarah kepada barang
konsumsi yang bersifat rekreasional.
Berbeda dengan  produk olahan
tembakau yang ada di negara-negara
lain, kretek adalah produk khas yang
tidak bisa disejajarkan dengan rokok.
Hal tersebut disebabkan karena
komposisi rokok yang umumnya hanya
terdiri dari tembakau sementara kretek
terdiri dari campuran tembakau dan
cengkeh. Rokok adalah hasil
kebudayaan bangsa Belanda, yang mana
asal nama rokok bermula dari kata
roken dalam bahasa Belanda yang
berarti olahan rajangan daun tembakau
yang dibungkus kertas (Komunitas
Kretek, 2015).

Karena cita rasanya yang khas, Kretek
kemudian menjadi bagian
sosial budaya masyarakat
Indonesia terutama pemeluk
agama Islam di Indonesia
yang berafiliasi pada
kelompok Nahdlatul Ulama
yang lebih dikenal dengan
sebutan NU. Organisasi
Islam terbesar di dunia ini
telah sejak lama menilai
kretek  sebagai produk
budaya. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya
kitab kuning berisi

Advokasi Tembakau
TCSC di Jawa Timur:
Guna mendukung

tembakau yang
semakin pesat, maka
timbul advokasi
tembakau sebagai
bentuk keberhasilan tahun 2003

pengendalian Advokasi
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Kegiatan mengonsumsi  tembakau
melalui kegiatan merokok bukan tidak
menemui gerakan protes dan berbagai
penelitian di bidang kesehatan pun
dilakukan untuk menanggulangi

dampak dari kegiatan = merokok.
Kegiatan merokok kemudian
diasosiasikan dengan segolongan

penyakit yang kemudian disebut dengan
istilah Penyakit Terkait Merokok atau
PTM  (Aditama, 2013). Berbagai
penelitian kemudian dilakukan untuk
mencari relasi prevalensi perokok
dengan jumlah penderita Penyakit
Terkait Rokok.Penelitian-penelitian
tersebut antara lain penelitian untuk
menemukan kaitan antara penggunaan
rokok dan tingkat kejadian penyakit
asma di Indonesia (Handajani et a.l,
2010) serta penelitian untuk
menemukan relasi antara
prevalensi  perokok dan
kejadian penyakit Obstruktif
Paru Kronik (Shahab et all,
2006).

perkembangan

Setelah lebih dari satu abad
lamanya kebudayaan kretek
tumbuh subur di Indonesia,
pada abad 21 tepatnya pada
muncullah
advokasi  dalam  bentuk
agenda berskala global yang

pandangan KH. Ahmad TCSC di Jawa Timur dimotori oleh Perserikatan
Dahlan, seorang kyai dari melalui relasi donor Bangsa  Bangsa  (PBB)
Semarang. Beliau dan NGO. melalui salah satu organnya

mengarang dua kitab kuning

yaitu Tadzkiratul Ikhwan Li Bayani
Syurbil Qahwah Wad Dukhan
(Peringatan kepada Saudara, Penjelasan
Meminum Kopi dan Rokok) dan
Nazhatul Ifham fi Ma Ya'tarid Dukhan
minal Ahkam (Kilasan Pemahaman
tentang Hukum-hukum Seputar Rokok).
Diskursus ini kemudian diteruskan oleh
muridnya, KH. lhsan Jampes yang
mengarang Kkitab Irsyadul Ikhwan Li
Syurbil Qohwah Wad Dukhon (Petunjuk
kepada Saudara, Penjelasan Hukum
Meminum Kopi dan Rokok). Kitab-kitab
yang ditulis oleh para ulama Nusantara
tersebut memberikan informasi tentang
hukum kretek dan kopi yang notabene
bersifat mubah atau boleh (Metroislam,
2015).
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yakni WHO (World Health
Organization). Agenda tersebut
bernama FCTC (Framework Convention
on Tobacco Control) yang dirumuskan
pada 21 Mei 2003 dan diterapkan sejak
27 Februari 2005. FCTC adalah
konvensi yang dirilis oleh WHO yang
bertujuan untuk mengatasi epidemi
budaya konsumsi tembakau dalam
lingkup global. FCTC memuat kerangka
kerja ~yang mengatur  konsumsi
tembakau menjadi sedemikian rupa.
Dengan meratifikasi FCTC, negara —
negara peserta yang bersangkutan
diwajibkan untuk patuh dan menaati
berbagai kerangka kerja yang tertuang
dalam upaya pengendalian tembakau.
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Upaya Pengendalian Tembakau yang
diatur dalam FCTC antara lain
larangan iklan,promosi,pemberian
sponsor pada industri produk tembakau
terutama rokok; menyediakan ruang
untuk merokok demi menghindari
paparan asap rokok;mengatur
pengemasan dan pelabelan dengan
mendesain 30% dari permukaan
bungkus rokok berupa pencantuman
peringatan kesehatan; menekan negara
— negara yang terlibat dalam FCTC
untuk mencegah penyelundupan
tembakau; mencegah penjualan
tembakau bebas bea dan menekan
pemerintah di negara — negara yang
terlibat untuk meregulasi kebijakan
cukai dan harga produk tembakau
sebagai upaya untuk menekan konsumsi
tembakau; mendorong industri produk
tembakau untuk mengungkapkan
kandungan yang terdalam dalam produk
mereka; menekan negara anggota untuk
bersedia mengikuti FCTC dibawah
pengawasan WHO dengan bertanggung
jawab,berkomitmen serta bersedia
untuk menyediakan pendanaan dalam
rangka menangani epidemi konsumsi
tembakau di lingkup global. WHO
mengklaim bahwa agenda ini adalah
upaya untuk menegaskan penduduk di
berbagai negara di dunia berhak untuk
menikmati standar kesehatan yang
tertinggi dengan cara menanggulangi
epidemi konsumsi tembakau yang ada
dalam skala global. Hal tersebut tentu
berdampak pada negara negara
agrikultur yang memiliki kebudayaan
mengkonsumsi tembakau.

Pemain utama di tingkat global dalam
agenda global pengendalian tembakau
ini adalah Michael Bloomberg dengan
organisasi yang dipimpinnya yakni
Bloomberg Initiatives. Bloomberg
Initiatives adalah  lembaga yang
didirikan oleh Michael Bloomberg untuk
melakukan berbagai kegiatan
filantropisnya dan memiliki fokus utama
yakni pengendalian tembakau dalam
lingkup global. Bloomberg merupakan
mitra utama WHO dalam mendorong
suksesnya agenda yang dikandung FCTC
dan hal tersebut dapat dibuktikan
dengan keterlibatan Bloomberg,

misalnya dalam perekrutan Online
untuk Ukraina pada tahun 2007 dan
India pada tahun 2011 Dalam
menjalankan agendanya, Bloomberg dan
kelompoknya menggulirkan berbagai
upaya mulai dari kolaborasi, penyediaan
sumber daya manusia, penyediaan alat
hingga penyediaan dana. Dalam
mendorong agenda FCTC, Bloomberg
Initiatives tidak mendirikan basis basis
di berbagai negara namun melakukan
gerakan dengan cara menyebar jaringan
mereka dari berbagai komponen
masyarakat  suatu  negara  untuk
mendorong lahir dan bergulirnya
advokasi pengendalian tembakau di
berbagai negara. Dalam praktiknya,
sepak terjang kelompok pengendalian
tembakau yang diprakarsai oleh
jaringan Bloomberg seringkali hanya
melihat dari aspek kesehatan saja dan
mengabaikankan aspek sosial-budaya
dari produk tembakau yang berusaha
mereka tekan. Hal ini dapat dilihat
dalam beberapa contoh kasus di negara-
negara yang memiliki produk dan tradisi
kebudayaan mengonsumsi tembakau
yang khas seperti India. India dengan
produk Bidis dan Indonesia dengan
Kretek sebagai produk kebudayaan
mengonsumsi tembakau. India dengan
Bidis sebagai produk kebudayaan
mengonsumsi  tembakau  kemudian
menandai FCTC pada 10 september
2003 dan menerapkan isi FCTC
terhitung sejak 5 Februari 2004.
Dengan meratifikasi FCTC, India telah
memposisikan Bidis sebagai produk
kebudayaan mengonsumi tembakau
dalam pengawasan ketat dibawah
rangka kerja FCTC.

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi
FCTC (Kemenperin, t.t), Indonesia tetap
berada dalam lingkup  advokasi
pengendalian epidemi tembakau yang
digalakkan olen WHO. Advokasi
pengendalian tembakau di Indonesia
digalakkan  berbagai pihak, salah
satunya oleh TCSC (Tobacco Control
Support Center). TCSC adalah badan
pengendalian epidemi tembakau yang
berada dibawah struktur organisasi
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat
Indonesia sebagai pengembangan dari
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“POKJA Pengendalian Masalah
Tembakau”. TCSC menjadi penggerak
advokasi pengendalian tembakau di
Indonesia yang membawa agenda
agenda yang mengacu pada berbagai
rilisan FCTC sementara Indonesia
belum meratifikasi FCTC (TCSC
Indonesia, 2012). Kiprah TCSC dalam
menyebarkan advokasi pengendalian
tembakau di Indonesia dapat dinilai
memiliki tingkat keberhasilan yang
tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan
dengan berbagai pencapaian yang diraih
oleh TCSC, antara lain keterlibatan
TCSC dalam berbagai pengesahan
kebijakan terkait advokasi pengendalian
tembakau. Salah satu produk khas dari
kiprah TCSC dalam  penyebaran
advokasi pengendalian tembakau adalah
kontribusi TCSC terhadap berbagai
Peraturan Daerah (Perda) Kawasan
Terbatas Merokok (Perda KTM) dan
Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di
berbagai kota di Indonesia termasuk di
Surabaya, Kota terbesar kedua di
Indonesia.Perda KTR vyang ada di
Surabaya merupakan produk tipikal dari
penyebaran advokasi  pengendalian
tembakau yang dibawa oleh berbagai
gerakan pengendalian tembakau. Salah

satu alasan yang membantu
menguatkan urgensi advokasi
pengendalian tembakau adalah

prevalensi perokok di Indonesia yang
dinilai telah menjadi epidemi konsumsi
tembakau. Prevalensi perokok dewasa di
Indonesia, terutama pada perokok
berjenis kelamin laki laki memang
mengalami  kenaikan pada rentang
waktu 2004-2014 yakni yang semula
56% menjadi 72%. Jika dirata rata
dalam rentang waktu 2004-2014,
prevalensi perokok dewasa berjenis
kelamin pria mengalami kenaikan yakni
dari 68,4% pada tahun 2010 menjadi
71,8% pada tahun 2012 Prevalensi
perokok dewasa berjenis kelamin wanita
pada rentang 2004-2014 menunjukkan
angka yang jauh lebih rendah yakni
enam persen pada tahun 2004 yang
kemudian turun hingga menjadi empat
persen pada tahun 2014.

Terdapat dua variabel penting untuk
melihat advokasi pengendalian
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tembakau secara seksama. Variabel
pertama adalah relasi antara NGO
dengan donor, yang mana dalam kasus
ini kegiatan advokasi pengendalian tidak
lepas dari  kontribusi  kelompok
Bloomberg Initiatives. Advokasi yang
disebarkan oleh TCSC yang menjalin
kemitraan dengan Bloomberg Initiatives
tidak  memiliki  perbedaan  yang
mencolok dengan gerakan pengendalian
tembakau yang berada di India, negara
yang juga memiliki produk khas olahan
tembakau di dunia. TCSC tidak
membedakan produk produk yang
mereka lawan, selama produk tersebut
mengandung zat Tar dan Nikotin. Selain
itu, TCSC memandang kretek tidak
memiliki perbedaan dengan produk
tembakau lain dan memandang bahwa
hasil riset untuk rokok juga dapat
diterapkan untuk kretek. TCSC juga
tidak memiliki penelitian yang spesifik
membahas dampak kretek terhadap
kesehatan sebagai dasar pembentukan
advokasi gerakan pengendalian
tembakau. TCSC juga memiliki misi
besar yakni Indonesia meratifikasi FCTC
di masa depan. Variabel kedua adalah
produk advokasi pengendalian
tembakau. Setelah dengan adanya
berbagai pendanaan tersebut, berbagai
kota di Indonesia mulai mengadopsi
aturan Kawasan Tanpa Rokok. Tercatat
hingga tahun 2013, paling tidak terdapat
58 kabupaten/kota di 23 propinsi yang
berbeda telah menerapkan Peraturan
Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok
(Republika.co.id, 2013). Sebelumnya,
pada tahun 2011 tercatat hanya terdapat
22 kabupaten/kota yang menerapkan
Perda KTR (Detikcom, 2011). TCSC
Jawa Timur sendiri mengaku bahwa
dalam rentang waktu antara tahun 2007
hingga tahun 2015 mereka terlibat
dalam perumusan Perda KTR di 5 Kota
dan Kabupaten di Jawa Timur yakni:
Surabaya, Sidoarjo, Blitar, Trenggalek
dan Mojokerto.

Sejarah dan serba serbi Tobacco
Control Support Center (TCSC)
Jawa Timur

TCSC Jawa Timur, atau yang juga
dikenal sebagai Badan Khusus
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Pengendalian Tembakau Jawa Timur
didirikan sejak tahun 2010. Meski
secara resmi didirikan tahun 2010,
Beberapa anggota inti TCSC Jawa Timur
telah aktif dalam kegiatan advokasi
pengendalian tembakau misalnya
advokasi dalam pembentukan Perda no
5 tahun 2008 Kota Surabaya yang
mengatur mengenai Kawasan Terbatas
Merokok (KTM). Meskipun telah aktif
melakukan kegiatan advokasi
pengendalian tembakau sejak tahun
2007 namun sejatinya pendirian TCSC
pusat-yang kelak menelurkan TCSC
Jatim adalah sebagai hasil Kongres
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat ke XI
yang digelar pada 4 Agustus 2010.
Berdasarkan Akta Notaris IAKMI No.8,
TCSC  didirikan dengan  tujuan
melindungi  generasi dari
dampak konsumsi tembakau
dan paparan asap tembakau.
Pengangkatan anggota TCSC
Jawa Timur telah resmi
dilakukan beberapa kali yang
umumumnya pengangkatan
pengangkatan tersebut
dilakukan melalui  Surat
Keterangan (SK) yang
diturunkan oleh  TAKMI
selaku lembaga yang
menaungi TCSC Jawa Timur.

TCSC Jawa timur memiliki

Prosedur dan
Kebutuhan Finansial
TCSC Jawa Timur:
dalam kegiatan
advokasi pengendalian
tembakau, TCSC Jawa
Timur menerapkan
Prinsip MPOWER
dalam pengendalian
tembakau dan menjalin
kemitraan guna

telah mengadopsi prinsip MPOWER
sebagai prosedur tetap gerakan advokasi
pengendalian tembakau dalam skala
global. Prinsip inilah yang kemudian
menjadi pegangan TCSC Jawa Timur
dalam melakukan advokasi
pengendalian tembakau. Kebutuhan
finansial adalah aspek paling penting
dalam menjaga keberlanjutan suatu
organisasi. Sejauh ini, Kebutuhan
finansial TCSC Jawa Timur dipenuhi
dari uang yang dikumpulkan oleh
anggota TCSC Jawa Timur. Uang
tersebut dapat berupa hasil dari gaji
sebagai tenaga pengajar, hasil dari
penelitian maupun hasil dari pendanaan
yang didapatkan dari donor. Selain
sumber sumber tersebut, TCSC Jawa
Timur juga mendapatkan bagian dana
dari TCSC Pusat yang
berkedudukan di Jakarta.
Kerjasama kemitraan juga
menjadi salah satu sumber
keuangan TCSC Jawa Timur.
Kemitraan dalam advokasi
pengendalian tembakau
dapat membantu TCSC Jawa
Timur di aspek keuangan
dikarenakan dua hal yakni:
Q) kesamaan tujuan
membantu efisiensi dana
dan (2) potensi untuk
membuat  jejaring  baru
dalam bidang yang sama.

prosedur  tetap dalam mendapat dukungan Untuk kerjasama dengan
advokasi pengendalian kebutuhan finansial. donor, TCSC Jawa Timur
tembakau. Prosedur tetap memang menerima

tersebut  tertuang dalam  prinsip
MPOWER  (Bloomberg.org, 2003).
Prinsip MPOWER ini terdiri dari 6 poin

yakni : (1) Monitor Penggunaan
tembakau melalui kebijakan
pemerintah, (2) Proteksi dari asap
tembakau misalnya dengan

menghadirkan kawasan tanpa rokok, (3)
Optimalisasi dukungan untuk berhenti
merokok misalnya dengan penyediaan
produk atau terapi berhenti merokok,
(4) Waspada bahaya merokok melalui
peringatan dari bahaya merokok, (5)
Eliminasi iklan produk tembakau baik
yang berupa sponsor,promosi maupun
advertensi, (6) Raih kenaikan pajak yang
tinggi untuk produk tembakau. Sejak
tahun 2003, WHO selaku organ PBB

pendanaan melalui berbagai skema
pendanaan yang ada. Skema skema
tersebut dapat berupa: skema
pendanaan penelitian, skema dana
hibah maupun skema kerjasama antar
institusi. Meskipun terdapat berbagai
jenis skema pendanaan tersedia
seringkali pendanaan yang diterima oleh
TCSC Jawa Timur adalah pendanaan
dengan sesama jejaring kemitraan yang
sudah dijalin TCSC Jawa
Timur.Beberapa mitra yang seringkali
menjalin kerjasama dengan TCSC Jawa
Timur adalah: Muhammadiyah, World
Lung Foundation, Bloomberg Initiatives,
dan juga TCSC Pusat.
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Sistem pembukuan yang digunakan
dalam TCSC Jawa Timur terdiri dari
berbagai jenis pembukuan. Hal ini
disebabkan dana dan sumber daya yang
didapatkan oleh TCSC Jawa Timur
berasal dari berbagai macam pihak. Bagi
pembukuan yang sifatnya internal dan
pengarsipan TCSC Jawa Timur, TCSC
Jawa Timur menggunakan pembukuan
tahunan. Pembukuan internal tahunan
tersebut dapat dilakukan beberapa kali
dalam setahun, misalnya saja
pembukuan antara tahun 2010-2011
yang dapat berlangsung dua hingga tiga
kali. Isi dari pembukuan laporan
keuangan tersebut utamanya terdiri dari
empat hal: (1) surat undangan kegiatan,
(2) daftar hadir acara, (3) dokumentasi
acara, (4) nota atau bon transaksi terkait
penyelenggaraan acara, misalnya untuk
konsumsi atau fasilitas. Pembukuan
yang diminta IAKMI selaku organisasi
yang menaungi TCSC Jawa Timur
adalah  berupa pembukuan yang
diadakan  dalam  setahun  sekali.
Pembukuan untuk donor yang lebih
spesifik misalnya untuk Bloomberg
Initiatives menggunakan sistem
triwulan dengan jumlah pembukuan
terkait kemitraan mencapai empat kali
dalam  setiap  tahunnya. Dalam
pembukuan lain, misalnya kerjasama
dengan pemerintah daerah, pembukuan
dapat berupa laporan
pertanggungjawaban (LPJ) dari poin
poin kerjasama yang dikerjakan oleh
TCSC Jawa Timur, misalnya saja dalam
pembuatan tanda dilarang merokok
untuk Kawasan Tanpa Rokok.

Lembaga lembaga yang umumnya
menjadi donor TCSC Jawa Timur
umumnya  terbagi menjadi  tiga
kelompok besar vyakni: (1) Badan
Filantropi, yang mana dalam hal ini
adalah Bloomberg Initiatives yang
menyediakan berbagai skema
pendanaan baik  berupa skema
penelitian maupun hibah, (2) Institusi
Pemerintah, yang mana dalam hal ini
adalah berbagai Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kota yang mengadakan
kerjasama dan kemitraan dalam
advokasi pengendalian  tembakau.
Umumnya hasil dari advokasi

444

MUHAMMADRIZALD Y YUSUF

pengendalian tembakau yang dilakukan
oleh TCSC Jawa Timur dan Pemerintah
Daerah akan menghasilkan materi
akademis yang berwujud naskah
akademis ataupun Peraturan Daerah
yang mengimplementasikan kegiatan
pengendalian tembakau seperti Perda
KTM atau pun Perda KTR. Jenis
lembaga terakhir (3) yang mengadakan
kemitraan dengan TCSC Jawa Timur
dalam kegiatan advokasi pengendalian
tembakau adalah lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan yang terhitung
pernah mengadakan kerjasama
merangkap sebagai donor adalah
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

melalui organisasi advokasi
pengendalian tembakau milik
Muhammadiyah yang bernama

Muhammadiyah Tobacco Control Center
(MTCC).

Bantuan dana yang diterima TCSC Jawa
Timur memiliki beberapa jenis. Dana
bantuan yang diberikan juga menuntut
TCSC Jawa Timur untuk mengelola
dengan cara yang berbeda beda pula.
Perbedaan tersebut terletak dari ketat-
tidaknya penggunaan dana dan
tanggung jawab yang diemban TCSC
dalam penggunaan dana. terdapat dua
jenis bantuan dana yang diterima TCSC
Jawa Timur yakni (1) Hibah dan (2)
Proyek.

Jenis pertama bantuan dana adalah
dana hibah. Dana hibah dapat
bersumber dari berbagai macam
institusi, namun umumnya dari institusi
pemerintah yang berupa pemerintah
kota atau pemerintah daerah.
Umumnya, Dana hibah bersifat fleksibel
dan disesuaikan dengan kapasitas TCSC
Jawa Timur dalam melakukan advokasi
pengendalian tembakau. Jenis
pendanaan melalui hibah yang fleksibel
ini umumnya berasal dari pemerintah
pusat atau pemerintah daerah. Cara
pemberian dana hibah inipun tidak
diberikan langsung seluruhnya namun
umumnya terbagi menjadi 2 tahap,
yakni tahap awal dan tahap akhir. Pada
tahap awal, dana vyang diberikan
umumnya sebelum proyek kerjasama
pemerintah daerah dan TCSC Jawa
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Timur dimulai sebagai dana untuk
modal pengerjaan. Besaran dana hibah
yang diberikan diawal umumnya sebesar
70 persen. Untuk dana di tahap akhir
umumnya diberikan saat penyelesian
proyek kerjasama antara TCSC Jawa
Timur dengan pemerintah daerah.
Kewajiban dalam penggunaan dana
hibah ini pun produknya jelas, misalnya
apabila kerjasama dilakukan antara
TCSC Jawa Timur dan Pemerintah
Daerah maka umumnya akan dihasilkan
produk berupa perda KTR. Resiko dari
pendanaan jenis inipun sangat rendah,
karena umumnya institusi misalnya
pemerintah daerah, mengetahui bahwa
ada  proses perpolitikan dalam
pembuatan kebijakan yang tidak bisa
dilewati secara tergesa-gesa sehingga

yang diberikan bantuan dana.
Kewajiban terhadap pendanaan jenis ini
selain berupa laporan dan audit yang
dilakukan Bloomberg Initiatives juga
berupa penyesuaian yakni berupa
pemeriksaan dan pemilahan program
kerja yang dirasa tidak efisien untuk
kemudian dihentikan. Resiko dari
pendanaan jenis ini dirasa cukup besar
yakni apabila berulang kali melalui
tenggat waktu yang ditentukan tanpa
berhasil mencapai tujuan  yang
diharapkan maka pendanaan dapat
dihentikan sewaktu-waktu. Penghentian
pemberian bantuan  juga  dapat
dilakukan apabila pemohon bantuan
tidak dapat menunjukkan hasil advokasi
dari dana yang diajukan.

batas akhir waktu Privatisasi ruang publik
penyelesaiannya pun dapat sebagai strategi TCSC
direvisi berkali-kali. Strategi Jejaring dan Jawa Timur

Me;kipun hampir t:_;mpa Pengendalian TCSC: .

resiko, dalam jenis Terdapat dua jejaring Dalam _ menjalar)ka_n
pendanaan TCSC Jawa advokasi, terdapat dua jenis

Timur mengikuti alokasi
dana yang disediakan oleh
pemerintah daerah. Contoh
produk dari pendanaan jenis
ini adalah rancangan Perda
KTR di Sidoarjo, S urabaya,
Trenggalek, Blitar  dan
Mojokerto.

Untuk jenis dana kedua
yakni  proyek umumnya
adalah  pendanaan yang
bersifat ketat umumnya berasal lembaga
filantropi, misalnya Bloomberg
Initiatives. Bloomberg Initiatives selaku
donor yang sering memberikan bantuan
dana ke TCSC Jawa Timur mewajibkan
pembukuan setiap 3 bulan sekali
(triwulan) sehingga dalam setahun
terdapat empat laporan yang harus
dikirimkan ke Bloomberg Initiatives.
Selain itu pemberian dana proyek yang
ditentukan oleh Bloomberg Initiatives
dibagi kedalam berbagai bagian yang
besaran per bagian nya pun tidak pasti
karena disesuaikan dengan
pertimbangan dari Bloomberg
Initiatives. Priotitas pendanaan dari
Bloomberg Initiatives adalah menyasar
pembentukan regulasi di daerah daerah

dalam menjalankan
advokasi, yakni
pemerintah dan non
pemerintah sedangkan
pengendalian TCSC
melalui liberalisasi
kepentingan publik,
pluralisasi ruang
publik dan depolitisasi
ruang privat.

jejaring yang dijalin oleh
TCSC Jawa Timur yakni
Jejaring Pemerintah dan
Jejaring non Pemerintah.
Jejaring Pemerintah
umumnya tediri dari
pemerintah  daerah atau
pemerintah kota berperan
sebagai penyedia dana,
pembuat kebijakan
(policymaker) dari advokasi
pengendalian tembakau dan
pihak yang mengimplementasikan
advokasi pengendalian tembakau.
Sementara itu, jejaring non pemerintah
memiliki paling tidak lima peran utama
yakni : (1) membantu memberikan
dukungan berupa penyediaan jejaring,
(2) saling membantu menyediakan alat
untuk penelitian, (3) menyediakan
bantuan keuangan melalui berbagai
skema terutama skema penelitian, (4)
menyediakan  peningkatan  kualitas
Sumber Daya Manusia bagi anggota
jejaring melalui seminar, pelatihan dan
konferensi dan terakhir (5)
memprogram advokasi pengendalian
tembakau melalui  berbagai jenis
penyesuain  baik dalam keuangan
maupun teknis. Jejaring non
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pemerintah yang memenuhi kelima
peran utama tersebut adalah Bloomberg
Initiatives dan berbagai organisasi
dibawah Bloomberg Initiatives dan John
Hopkins university Bloomberg of Public
Health. Kedua organisasi tersebut secara
aktif ~ memberikan  bantuan  baik
menyediakan skema penelitian yang
siap untuk dijadikan medium
penyaluran dana maupun peningkatan
kualitas sumber daya manusia berupa
penyediaan konferensi, pelatihan dan
seminar.

Advokasi pengendalian tembakau yang
dilakukan TCSC Jawa Timur dapat
dilihat melalui konsep liberalisasi
kepentingan publik melalui pluralisasi
ruang publik dan depolitisasi ruang
privat. Dalam memahami konsep taktik
pluralisasi ruang publik, penulis akan
menguraikan terlebih dahulu mengenai
ruang publik (Public Sphere) terlebih
dahulu. Ruang publik adalah bidang
(realm) atau dapat juga dilihat sebagai
ruang sosial (social space) dimana
masyarakat  saling  berkomunikasi,
berkumpul, dan mengekspresikan diri
dengan cara berpendapat (DelLuca dan
Peeples, 2002). ruang publik dalam
pembahasan kegiatan aktifisme untuk
berbagai isu memang terbatas. Oleh
karena keterbatasan tersebut berbagai
kegiatan aktifisme berusaha menjalin
jejaring  seluas mungkin untuk
melakukan penyebaran agenda
aktifisme mereka. Dengan menjaring
jejaring seluas mungkin, organisasi
pegiat advokasi pengendalian tembakau
di Indonesia berharap bahwa kesadaran
mengenai bahaya konsumsi tembakau
tersebar luas di masyarakat.

Proses pluralisasi ruang publik dalam
kegiatan advokasi pengendalian
tembakau dapat dilihat dari kemitraan
yang dijalin antara mitra dan TCSC
Jawa  Timur. Dalam  memahami
pluralisasi ruang publik yang dilakukan
organisasi advokasi pengendalian
tembakau terutama TCSC Jawa Timur,
akan mudah dipahami jika melihat
sejarah pengendalian tembakau di
Indonesia.Pengendalian tembakau di
Indonesia belum populer hingga pada
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periode tahun 2004-2006. Periode
tersebut adalah periode dimana negara
negara di dunia meratifikasi dan ikut
serta dalam konvensi pengendalian
tembakau (FCTC) dalam lingkup global
yang disahkan pada tahun 2003. Badan
Kesehatan Dunia (WHO) kemudian
berperan secara aktif mengajak berbagai
negara di dunia untuk berpartisipasi
aktif melawan epidemi konsumsi
tembakau dengan cara mengadakan
advokasi pengendalian tembakau.
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat
Indonesia (IAKMI) adalah pihak yang
dihubungi oleh WHO terkait promosi
kesehatan dalam rangka mengadakan
advokasi pengendalian tembakau di
Indonesia. Dengan demikian dapat
ditarik pemahaman bahwa eksistensi
advokasi pengendalian tembakau ini
semula terbatas hanya diketahui oleh
sebagian kalangan saja.

Pluralisasi ruang publik  melalui
menjalin jejaring yang dilakukan oleh
TCSC Jawa Timur menurut periodisasi 3
tahun dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Periode 2007-2009: 2 mitra perdana
yakni TCSC Pusat dan Pemerintah Kota
Surabaya.

2. Periode 2010-2012: kurang lebih
terdapat 70 jejaring tidak terikat yang
terdiri dari 42media massa (baik cetak,
radio dan elektronik), 3 organisasi
keagamaan,6 organisasi keprofesian, 10
perguruan tinggi swasta,5 perguruan
tinggi negeri,5 organisasi massa, 5
industri.

3. Periode 2013-2015: terdapat 21
jejaring baru yang terdiri dari 1 dari
kalangan industri, 2  organisasi
keagamaan, 5 organisasi
kemasyarakatan, 5 institusi pendidikan
negri, 5 organisasi keprofesian, 3
institusi pendidikan swasta.

Kurang lebih dalam rentang waktu
2010-2015, TCSC Jawa Timur dapat
menjalin relasi dengan kurang lebih 91
organisasi dan institusi yang terdiri dari
berbagai kalangan mulai dari kalangan
industri, institusi pendidikan baik negeri
maupun  swasta, persatuan  atau
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organisasi keprofesian, organisasi
kemasyarakatan dan organisasi
keagamaan. Jejaring jejaring tersebut
yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan
advokasi pengendalian tembakau baik
dalam kegiatan promosi pengendalian
tembakau maupun bertugas mendukung
dalam pemerintahan

Depolitisasi ruang privat adalah konsep
yang menggambarkan mengenai strategi
suatu NGO untuk membaur dalam
masyarakat. Dalam konsep depolitisasi
ruang privat terdiri dari dua unsur
utama yakni: (1) deprofesionalisasi, yang
bertujuan membaur sedekat-dekatnya
ke masyarakat. Pendekatan yang
digunakan  adalah  dengan  cara
membangkitkan kesadaran masyarakat
yang kemudian beralih ke penyediaan
bantuan yang sifatnya teknis dan
manajerial ke masyarakat. 2)
Depolitisasi, yang mana dalam hal ini
NGO memberi bantuan yang sifatnya
teknis dan manajerial yang bersifat
apolitis. Dalam advokasi yang dilakukan
oleh TCSC Jawa Timur, terdapat
perbedaan dengan deprofesionalisasi
yang umumnya dipahami oleh tenaga
profesional yakni menyembunyikan
identitas sebagai tenaga profesional,
yang mana di dalam kasus TCSC Jawa
Timur tidak dijumpai hal tersebut. TCSC
Jawa Timur tidak menyembunyikan
identitas mereka sebagai tenaga
profesional namun deprofesionalisasi
dilakukan pada taraf program Kkerja.
Program Kkerja yang disusun bukan
berarti tidak dikelola secara profesional
dan tanpa kalkulasi, nhamun program
kerja dikemas dengan citra non
professional melalui kegiatan amal
misalnya saja mengambil bagian dalam
acara Car Free Day yang diadakan di
berbagai taman di Surabaya.

Deprofesionalisasi dengan  tujuan
membaur kedalam masyarakat secara
teoritis umumnya memiliki tiga ciri
yakni: (1) Mendirikan basis kegiatan
aktivisme didekat masyarakat (Kamat,
2002), (2) Organisasi berperan dengan
inisiatif untuk menarik  perhatian
masyarakat dan (3) memberikan
bantuan yang awalnya berupa

pengetahuan yang berfungsi untuk
menggugah kesadaran yang kemudian
beralih menjadi bantuan yang sifatnya
teknis dan manajerial. Namun dalam
penelusuran oleh penulis,ditemukan
fakta bahwa deprofesionalisasi yang
dilakukan oleh TCSC Jawa Timur
sebagai berikut : (1) TCSC Jawa Timur
tidak mendirikan basis kegiatan di
masyarakat namun mendirikan basis di
dalam lokasi kompleks  kampus
Universitas Airlangga, (2) TCSC Jawa
Timur  melakukan lebih  banyak
kemitraan yang bersifat kolaboratif
daripada kegiatan bersifat inisiatif
dengan pertimbangan utama yakni
keterbatasan dana dan sumber daya, (3)
Bantuan yang diberikan oleh TCSC Jawa
Timur umumnya bersifat teknis yang
berupa seminar tentang berbagai hal
bahaya  rokok,penyusunan naskah
akademik,serta penyusunan rancangan
Perda di berbagai daerah. Bantuan
manajerial yang diberikan umumnya
berupa pengawasan, misalnya terhadap
implementasi Perda KTR dengan Dinas
Kesehatan daerah terkait. Hal tersebut
dapat disimpulkan bahwa dalam temuan
tersebut TCSC Jawa Timur lebih aktif
bermitra dengan institusi, bukan dengan
masyarakat awam.

Depolitisasi adalah komponen penting
dalam strategi NGO untuk
mensukseskan agenda mereka. Berdasar
uraian yang ada di bab sebelumnya
dapat dilihat bahwa proses depolitisasi
yang berupa pemberian bantuan yang
sifatnya manajerial dan teknis dalam
kasus TCSC Jawa Timur diberikan pada
institusi saja. Hal tersebut dapat dilihat
dari berbagai program dan kegiatan
yang diuraikan pada bab Il yakni pada
rentang tahun 2010 hingga 2015 yang
berhasil penulis dapatkan.dalam
kemitraan advokasi pengendalian
tembakau yang dilakukan TCSC Jawa
Timur terdapat tujuh jenis institusi yang
dilibatkan dalam kegiatan advokasi
pengendalian tembakau yakni : (1)
Institusi  pendidikan, (2) institusi
pemerintah, (3) Pegiat Industri, (4)
Organisasi keagamaan,(5) Media Massa,
(6) organisasi profesi dan (7) organisasi
masyarakat . Namun dalam pelaksanaan
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advokasi pengendalian  tembakau,
ditemukan bahwa keterlibatan
masyarakat awam untuk didengar
aspirasinya terhitung sangat minim.

Kesimpulan

Dari berbagai uraian vyang telah
disebutkan, dapat ditarik kesimpulan
bahwa berbagai kegiatan advokasi
pengendalian tembakau TCSC Jawa
Timur dipengaruhi dan dibentuk dalam
bentuk relasi Donor dan NGO. Hal
tersebut dapat dilihat mulai dari
prosedur tetap, pembukuan hingga
pengawasan program kerja  yang
dilakukan oleh Bloomberg Initiatives
melalui penasihat yang ditugaskan
untuk mengawasi kegiatan advokasi
pengendalian tembakau di negara
negara. TCSC Jawa Timur selaku NGO
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